BAB 5
SARAN

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan,

saran yang dapat diberikan yaitu:

1.

Hendaknya mahasiswa PKPA diberi kesempatan untuk mengunjungi laboratorium yang
ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur agar mahasiswa mengetahui kegiatan apa
saja yang dilakukan di laboratorium tersebut.

Hendaknya mahasiswa PKPA diberikan kesempatan untuk melihat secara langsung
proses pengurusan izin kerja apoteker.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur hendaknya memberi kesempatan kepada
mahasiswa PKPA untuk mengunjungi departemen-departemen yang tugasnya berkaitan
dengan dunia kefarmasian agar mahasiswa PKPA bisa melihat langsung apa saja yang
dikerjakan dan memahami perannya dengan departemen kesehatan lain yang ada di

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
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